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ABSTRAK

TUGAS KOMISI YUDISIAL DALAM MELAKUKAN PEMANTAUAN
DAN PANGAWASAN TERHADAP PERILAKU HAKIM MENURUT UU
NO. 18 TAHUN 2011

Subrata

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas Komisi Yudisial dalam
melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim dan kendala-
kendalanya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang
menggunakan data sekunder berupa penelitian kepustakaan, dan juga melakukan
juga studi lapangan dalam rangka penguatan validasi dan akurasi hasil studi
pustaka dalam upaya menjawab masalah vang dihadapi. dengan teknik
pengolahan bahan hukum primer, sckunder, dan tersier, selanjutnya data yang
dianalisis tersebut didiskripsikan secara kualitatif, selanjutnya diformulasikan
kedalam suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan
bahwa bahwa tugas Komisi Yudisial dalam melakukan pemantauan dan
pengawasan terhadap perilaku hakim menurut UL No. 18 tahun 2011 adalah
Komisi Yudisial berpegang kepada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
sebagai standar penilaian dalam melakukan tugas pemantauan dan pengawasan
terhadap perilaku hakim yang difokuskan pada proses rekrutmen Hakim Agung,
proses perkara yang ditangani olch hakim di persidangan dan penilaian putusan
hakim inkrah yang mengandung kontroversial. Kendala yang dihadapi Komisi
Yudisial adalah rekrutmen hakim tidak secara paripurna dapat dilaksanakan,
karena keterlibatan rekrutmen hakim oleh Komisi Yudisial hanya kepada Hakim
Agung saja, seyogyanya juga ikut terlibat dalam rekrutmen terhadap para hakim
di semua lingkungan peradilan vang dibawah Mahkamah Agung. Pelaksanaan
pemantauan Hahim Daiam  Mengadih Perkare Di Persidangan beiuri dapai
dilaksankan secara optimal kerena penanganan perkara yang sedemikian
banyaknya pada pengadilan tingkat pertama. tingkat banding. maupun tingkat
kasasi. Penilaian terhadap keputusan hakim inkrah  yang mengandung
kontroversial hanya bersifat rekomendasi kepada Mahkamah Agung. namum
kewenangan memutuskan oknum hakim itu bersalah atau tidak ada ditangan
Mahkamah Agung.

Kata Kunci - Komisi Yudisial, Kode Etik. Pemantauan dan Pengawasan Terhadap

Perilaku Hakim

Vi



KATA PENGANTAR
Bismillahhirohmanirohim...

Asalamu’alaikumWr.Wh

Alhamdulitlahirobil alamin segala puji dan svukur senantiasa dihaturkan
kehadiran Allah SWT. Dialah yang memberikan kemuliaan serta melimpahkan
segala kenikmatan berupa keschatan dan kesempatan kepada kita semua, dan
semoga shalawat dilimpahkan kepada Rosul-Nya Nabi Muhammad SAW. para
keluarga dan sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman. Penulis akhimya dapat

menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul :

“TUGAS KOMISI YUDISIAL DALAM MELAKUKAN PEMANTAUAN
DAN PANGAWASAN TERHADAP PERILAKU HAKIM MENURUT UU

NO. 18 TAHUN 2011™

Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari
hahwa dalam penulisan skripsi ini banvak Xchurangan dan masih jauh dan
sempurna sebagai mana mestinya penuangan tulisan ilmiah. oleh sebab itu penulis
mengharapkan saran dan kritik vang sifatnya membangun bagi kesempurnaan
materi skripsi ini. selain itu juga penulis menghuaraphan skripsi ini dapat
bermanfaat bagi pengetahuan ilmu hukum. khususnya vang berhubungan dengan

Hukum Tata Negara.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari jasa-jasa orang

tercinta vaitu kedua orang tua penulis vakni. Bapak Huzairin dan Ibunda



tersavang Rita vang senantiasa selalu memberikan penulis Kasih savang. nasehat,

perhatian. bimbingan. dan selalu mendengarkan segala keluhan anaknya serta

do’anva vang selalu mengiringi setiap langkah demi keberhasilan anaknya. Atas

jasu-jasa vang tak temnilai dari bapak dan ibu tercinta. Anakmu hanya bisa

mengucapkan banvak terimah kasih dengan segala Ketulusan hati.

Melalui kesempatan ini juga, penulis banyak mendapat bimbingan nasehat

dan saran dari berbagai pihak. untuk itu penulis dengan segala ketulusan dan

kerendahan hati mengucapkan terimah kasih dan rasa hormat kepada :

o

wn

6.

Baﬁak Dr. Abid Dzajuli, SE.M.M Selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Palembang.

Ibu Dr. Hj Sri Suatmiati, SH., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang.

Bapak/Ibu wakil Dekan I, II, TI. IV Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang.

Bapak Mulyadi Tanzili. SH.MH Selaku Ketua Prodi [lmu Hukum di
Uiniversitas Muhammadiiyah Palembang.

Bapak H. Helmi Ibrahim.. SH., M. Hum Selaku Pembimbnig Skripsi yang
telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripst ini.

Bapak Hambali Yusuf, SH., M.Hum Selaku Dosen Penasehat Akademik.
Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Sumatera Selatan. mbak
Wiwin. kanda Erlandsah. Ibu Zaimah Husin yang juga banyak membantu

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

wviii



§  Segenap keluarga besur civitas akedemik bapak/ibu dosen dan Karvawan
FFakultas Hukum Universitas Muhammadiy ah Palembang,

9. Saudara dan Keluargaku tercinta vang telah membantu dan mendukung
segala tangka positit vang dijalankan selama dibangku kulia.

10, Keluarga besar Tkatan Mahasiswa Mubammadivah (IMM) Universitas
Muhammadiyah Palembang.

11. Saghabat dan seluruh rekan-rekan Angkatan 2012 Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang. vang selalu menemani dalam
suka dan duka sewaktu kuliah.

12. Teman-teman seperjuangan dalam Komunitas Indonesia Sejahtera (KIS).

Akhir kata penulis berdo’a semoga bantuan dan bimbingan yang telah
diberikan dalam rangka penyusunan skripsi ini mendapat balasan dari Allah
SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi

dunia ilmu pengetahuan hukum yang terus berkembang.

Palembang. April 2016

Penutlis,

Subrata



DAFTAR IS

Halaman
HALAMAN TUDUL et i
HALAMAN PERSETURTAN ..o msiosimsmmsmssmmmmsimonsmssssmsmm somormesnenss i
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.coovvviiiiciiiii i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ...... oot iuisssmvicsmssmsmmiaans i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ... \
ABSTRAK ..o cxmmmnrmsamrsansamssssssessas ans o epnisissssossisess S s vi
KATA PENGANT AR .ounrnsnsserssessmasssiorsossss o s is sasestessseismmasssss Vil
DAFTAR: ISL....ocsmesnssemsnsesiastnas Halei Sessh by ccs ceevsss S — X
BAB I PENDAHULUAN
A, Latar BelaRang ... oo .oe ssemm s svmansamm s somss s snsmmis s l
B. Permasalahan ... 5
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan ..., S
D. Kerangka Konseptual ... 6
E. Metode Penelltian ..o 7
[-. Sistematis Penulisan ... —— e AR 9
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
AL Komist Yudisial .o 10
1. Sejarah Singkat Komisi Yudisial.......oooo 10
Kewenangan Komisi Yudisial.......ooii 13
3. Tugas Pokok Dan Fungsi Komisi Yudisial .........cco...... 14
B. Gambaran Umum Pemantauan Komisi Yudisial ... 16



1. Terminologi Pemantauan

~

Ruang Lingkup Dan Objek Pemantauan Persidangan.....

(. Pengawasan Internal

1. Mahkamah Agung

2. Objek Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung ...
D. Pengawasan Eksternal Oleh Komisi Yudisial ... -

BAB Il PEMBAHASAN

A. Tugas Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pemantauan Dan

Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Menurut UU No. 18

T AT 0L d s oo e mocns i s msmms e e 5 R SRR SRR i
1. Kode Ftik Dan Pedoman Perilaku Hakim.....................
5

2 Pelaksanaan Pemantauan Dan Pengawasan Oleh Komisi
Yudisial Terhadap Perilaku Hakim ...

B. Kendala Yang Dihadapi Komisi Yudisial Dalam Melakukan
Pemantauan Dan Pengawasan Terhadap Perilaku

1. Kendala Dalam Rekrutmen Calon Hakim Agung ...

-

2 Kendala Pelaksanaan Femantauan Hakim Dalam

Mengadili Perkara Di Persidangan............cooovies
BAB IV PENUTUY

AL Kesimpulan oo

B3, SAFAN= SATAN oo o oo iaee e eie e s rmes e s s

DAFTAR PUSTAKA

LLAMPIRAN

X1

26

40
40



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amandemen terhadap Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD 1943) telah merubah struktur ketatanegaraan Indonesia secara
menyeluruh. Salah satu akibatnya adalah diadopsinya system supremasi
konstitusi (supreme of constitution) dengan meruntuhkan system supremasi
parlemen (supreme of parliement). Di mana semua lembaga negara dan
instrumen penyelenggara negara tidak lagi mendapatkan kewenangan dari
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Lembaga Tertinggi Negara.
melainkan langsung mendapatkan kewenangan dari UUD 1945. Hal tersebut
berimbas pada tidak adanya lagi dikenal pembedaan istilah antara Lembaga
Tertinggi Negara, Lembaga Tinggi Negara, dan Lembaga Negara dalam UUD
1945

Amandemen ke-3 UUD 1945 melahirlah Komisi Yudisial Republik
Indonesia. Komisi Yudisial merupakan lermbaga negara yang bersifai mandiri
yang mempunyai wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 24B UUD
1945 vaitu “mengusulkan  pengangkatan  Hakim Agung  kepada Dewan
Perwakilan Rakvat  (DPR) dan mempunyai  kewenangan lain  untuk
menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga pertlaku

hakim "

YKomist Yudisial Republik Indonesia. Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial, Pusar

Data Dan Lasvanan Informasi Jakarta. 2012.him.1



Gagasan pembentulian Komist Yudisial dilanjutkan oleh pimpinan ketua
Mahkamah Agung saat itu Met 2001, Mahkamah Agung membentuk tim vang
dipimpin Abdurrahman Saleh (Hakim Agung) vang bertugas melakukan studi,
pengkajian. dan menyusun rumusan-rumusan substantif sebuah badan vang
kemudian dinamakan Komisi Yudisial. Atas dasar UUD 1945 maka pada
tahun 2001 menjadi tonggak sejarah Komisi Yudisial. Saat itu telah
berlangsung amandemen ketiga UUD 1945 kemudian disusun Undang-undang
No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan pada tanggal 13
Agustus 2004 di era pemerintahan presiden Rl Megawati Soekarno Putri.
Ditengah kegelisahan terhadap kondisi peradilan Indonesia yang masih
mencari tatanan terbaik dalam sistem ketatanegaraan lahir pemikiran untuk
mengembalikan Kekuasaan Kehakiman pada satu atap yang pada akhirnya
menjadi  komitmen bersama. Namun kehadiran kekuasaan tersebut
dikhawatirkan memicu monopoli Kekuasaan Kehakiman, hingga perlu ada
lembaga vang dapat menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan kckuasaan
tersebut.”

Komisi  Yudisial adalah Lembaga Pengawas Eksternal terhadap
penyelenggaran kekuasaan kehakiman oleh badan peradilan dan hakim.
Menurut A Ahsin Thohari. argumen utama bagi terwujudnya (raison d'atre)
Komisi Yudisial di dalam suatu Negara hukum. adalah : (1) Komisi Yudisial
di bentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan

kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang

-

“Ibid him.3



seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal. (2) Komisi
Vudisial menjadi perantara (mediator) atau penghubung antara kekuasaan
pemerintah (executive power) dan kekuasaan kehakiman (judicial power) yang
tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman
dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnva kekuasaan pemerintah. (3)
dengan adanya Komist Yudisial, tingkat efisien dan efektivitas kekuasaan
kehakiman akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menvangkut
rekrutmen dan monitoring mengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman, (4)
terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan
memperolah penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga
khusus (Komisi Yudisial). dan (5) dengan adanya Komisi Yudisial,
kemandirian kekuasaan kehakiman dapat terus terjaga, karena politisasi
terhadap perektrutan hakim agung dapat diminimalisasi dengan adanya
Komisi Yudisial vang bukan merupakan lembaga politik, schingga
diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.*

Beranjak dari argumrn-argumen di atas. jelaslah bahwa Komisi Yudisial
adalah lembaga Negara vang bersifat mandiri dan mempunyai peranan yang
sangat penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka
melalui kewenangannya mengusulkan pengangkatan hakim agung  serta
melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap para hakim dilingkungan

. s o il
Mahkamah Agung yang transparan dan partisipatit.

3 A Ashor Thohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Bappenas, Naskah Kajian
Pemetaan Pembangunan Hukum di Indonesia, 2006, him, 15
* sakretariat Jendral ¥Y, Modul Pemantauan, lakarta hlm 1



Kedudukan dari Komist Yudisial dapat kita lihat dari ketentuan pasal |
avat (1) UU No. I8 Tahun 2611 tentang perubahun atas UU No. 22 Tahun
2004 Tentang Komusi Yudisial vang menvatakan bahwa Komisi Yudisial
adalah lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Ketentuan
ini menegaskan bahwa kedudukan Komisi Yudisial adalah sebagai lembaga
Negara yang keberadaannyan bersitat konstitusional.

Berkaitan dengan itu. menurut pasal 2 UU No. 18 Tahun 2011 vang
menyatakan bahwa “Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang bersifat
mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan
atau pengaruh kekuasaan lain”. Kemandinan Komisi Yudisial itu dijamin
oleh ketentuan pasal 24B UUD 1945, bahwa * Komisi Yudisial bersifar
mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan
mempunyai wewenang lain  dalam rangka menjaga dan  menegakkan
kehormatan, keluhuran martabai, serta perilaku hakim.

Pada prinsipnya ketentuan pasal 24B UUD 1945 tidak saja merupakan
landasan hukum terhadap kehadiran ULl No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi
Yudisial. tetapi juga menjadi landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang
hukum dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk
mewujudkan Chek and balance. dalam arti walaupun Komisi Yudisial bukan
pelaku kekuasaan kehakiman namun fungsinva berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman, yaitu fungsi pengawasan. Jadi jelas bahwa Komisi Yudisial adalah

lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 vang salah satu



wewenangmva adalah melakuken pengawasan terhadap para hakim di semua
lingkunpan peradilan vang di bawah Mahkamah Agung.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapar dirumuskan beberapa

permasalahan dari penelitian ini adalah :

I. Bagaimanakah Tugas Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pemantauan
Dan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Menurut UU No. 18

Tahun 20117

2. Apakah Kendala Yang Dihadapi Komisi Yudisial Dalam Melakukan

Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Perilaku Takim ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Sejalan dengan objek yang diteliti dan untuk membatasi permasalahan
vang akan dibahas maka ruang lingkup ini dibatast kepada bagaimana
mengungkapkan tugas Komisi Yudisial melakukan  pemantauan  dan

enoawasan terhadap perilaku hakim dan mengetahui kendala-kendalanva.
peng p 2 3

2. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan dalam penulisan ini. maka penulis

merumuskan tujuan penelitian, antara lain:



a. Untuk mengetahui secara jelas jawaban atas permasalzhan mengenat
tugas Kemisi Yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan
terhadap perilaku hakim.

b. Untuk mengetahui secara jelas apu yang menjadi kendala bagi Komisi
Yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap

perilaku hakim.

D. Kerangka Konseptual

I

(]

Komisi Yudisial adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pengawasan adalah serangkaian proses, cara, perbuatan memantau,
pencatal. pemonitoran  dalam  rangka  menjaga dan  menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pemantauan adalah serangkaian kegiatan, pengamatan dan/atau
pengecekan sccara langsung terhadap jalannya proses persidangan
dan/atau pengadilan secara cermat dan berkesinambungan.

Hakim adalah Hakim Agung dan hakim di semua lingkungan Badan
Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung termasuk hakim ad

Hoc.

Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong kepada penelitian normatif-sosiologis.
Mal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif

beserta dengan asas-asasnya.  Sifat penelitian ini adalah kualitatif



diskriptift dengan melakukan analisa data umum dan kemudian
disistematisasikan pula dengan gejala-gejala vang terjadi dilapangan
seperti terhadap perilzaku hakim contoh dalam kasus kontroversi hakim
tunggal vang menvidangkan sidang praperadilan Komisaris Jenderal
Polisi Budi Gunawan. hakim Sarpin Rizaldi vang berpotensi akan
melebar dan menjadi kasus hukum baru yang sangat serius. dengan
menggunakan metode deduktif untuk menyvimpulkan pengetahuan-
pengetahuan  konkret mengenai  kaidah yang benar  dan  tepat

penerapannya dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.

2. Teknik Pengumpulan Data

"
v

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan
(untuk mendapatkan data sekunder) dan melakukan juga studi lapangan
(data primer) dalam rangka memberikan dukungan terhadap hasil tentang
studi pustaka guna memahami lebih dalam lagi atau masalah yang

dihadapi.

Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data sekunder vang terdiri dari :
a.Bahan Hukum Primer
Bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang
berhubungan langsung dengan permasalahan yang dihadapi diantaranya.
UUD 1945 khususnya pasal 24B, undang-undang Mahkamah Agung,
undang-undang Komisi Yudisial, undang-undang Kekuasaan Kehakiman,

Kode Ftik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan peraturan pelaksanaan dari



undang-undang tersebut. juga ketentuan lain vang dianggap berhubungan
dengan permasalahan vang sedang dibahas.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer yang isinya tidak mengikat berupa buku-buku. tesis vang
membahas mengenai Komisi Yudisial , artikel-artikel dan bentuk-bentuk
tulisan lainnya vang berhubungan dengan ohjek penciilian.

¢. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas,
seperti kamus, dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji
dalam penelitian ini.

4. Tecknik Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari studi pustaka maupun lapangan pada
dasarnya merupakan data tataran yang dianalisa secara kualitatif
deskriftif. yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian
lou's dan sistematis. selanjuinya dianalisa untuk memperoleh kejelasan

penyelesaian masalah, kemudian dikontruksikan dalam kesimpulan.

F . Sistematika Penulisan
Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4
(empat) bab dengan sistematis scbagai berikut: Bab I, ini berisikan latar
belakang. perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan. kerangka konseptual,
metode penelitian, sistematika penulisan .Bab 1II, ini berisikan tinjauan

pustaka vuny menyajikan landasan teori tentang Komisis Yudisial. gambaran



secara umum pemantauan Komisi Yudisia. pengawasan internal dan sistem
pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Bab I1I, Hasil penelitian dan
pembahasan. vang akan menguraikan hasil penclitian vang relevan dengan
permasalahan dan pembahasannya. Dalam bagian ini terbagi menjadi dua.
yaitu : pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim dan kendala
vang di hadapi dalam melakukan pemantauan dan pengawasan tersebut, Bab
IV, ini akan diuraikan kesimpulan dari masalah-masalah vang dirumuskan
dalam penelitian,setelah mengambil kesimpulan dari seluruh data yang
diperoleh dari penelitian dapat pula memberikan saran-saran yang

membangun demi kesempurnaan penulisan.



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Komisi Yudisial

I

Sejarah Singkat Komisi Yudisial

Gagasan pembentukan lembaga yang mempunyai peran seperti Komis
Yudisial sebenarnya telah muncul pada saat adanya pemikiran untuk
membentuk lembaga vang bernama Majelis Pertimbangan Penelitian
Hakim (MPPH) di tahun 1968. Tugas MPPH ialah memberi pertimbangan
pada saat pengambilan keputusan terakhir mengenai saran atau usul
pengangkatan, promosi. kepindahan pemberhentian. dan tindakan atau
hukuman jabatan hakim yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Namun
savang ide ini layu sebelum berkembang. Ide tersebut kembali menjadi
wacana seiring gelombang reformasi yang menerpa bangsa Indonesia
tahun  1997-1998 dan berdampak adanya pergantian kepemimpinan
nasional dimana Presiden Socharto menverahkan kekuasaannya kepada
Presiden Habibie.”

Pasca peralihan kekuasaan. Indonesia mengalami perubahan signifikan
dalam herbagai aspek Kenegaraan. termasuk di dalamnya sistem
penvelenggaraan kekuasaan negard yang terdiri dari legislatif, eksekutif
dan vudikatif. Dasar perubahan ini lahir dengan adanya ketetapan MPR RI
No.X'MPR/1998 rentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam

Rangka Penvelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai

FOpcin Romist Yudisial Republik Tndonesia.blm.2

!
o
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Haluan Negara. Salah satu agenda yvang harus dijalankan berdasakan

Ketetapan MPR tersebut vaitu pelaksanaan reformasi di bidang hukum
untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum dimana salah
satu agenda yang harus dijalankan. yaitu pemisahan yang tegas antar
fungsi-fungsi. eksekutif. yudikatif dan legislatif. Berdasarkan hal tersebut.
lahirlah ide untuk pembentukan Komisi Yudisial diawali pada tahun 1999
ketika Presiden Habibie membentuk Panel untuk mengkaji pembahéman
UUD 1945.°

Selain itu, merujuk pada naskah akademis RUU Komisi Yudisial yang
disusun oleh Mahkamah Agung. adanya kekhawatiran Mahkamah Agung
belum tentu mampu menjalankan tugas barunya karena memiliki beberapa
kelemahan organisasi yang sampai saat inl upaya perbaikannya masih
dilakukan. Alasan lain ialah kegagalan sistem yang ada untuk menciptakan
pengadilan yang lcbih baik. Penyatuatapan kekuasaan kehakiman ke
Mahkamah Agung belum menyesaikan permasalahan secara tuntas. Ide
tersebut direspon oleh MPR schingges pada Sidang Tahunan Tahun 2001
pada pembahasan Amandemen Ketiga UUD 1945 dibahas  pula
keberadaan Komisi Yudisial. Pasal 24B UUD 1945 secara lugas
menyebutkan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara vang

bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung

® Ihid.hlm.2



dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan. keluhuran martabat. serta perilaku hakim.’

Atas dasar UUD 1945, kemudian disusun UU No. 22 Tahun 2004
tentang Komisi Yudisial yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004 di
era  pemerintahan  Presiden Rl Megawati  Soekarnoputri.  Guna
merealisasikan UU tersebut, pemerintah membentuk Panitia Seleksi
Komisi Yudisial. dan akhirnya terpilih 7 (tujuh) orang yang ditetapkan
scbagai  Anggota  Komisi  Yudisial = periode  2005-2010.  Mereka
mengucapkan sumpah dihadapan Presiden. Periode ini dipimpin M.
Busyro Mugoddas. S.H.. M.Hum.. tanggal 2 Agustus 2005. Dari ketujuh
Anggota Komisi Yudisial tersebut. HM. Irawady Jonoes. S.H.. tidak dapat
menyelesaikan tugasnya hingga tahun 2010. Salah satu peristiwa yang
tidak dapat terlupakan dalam sejarah Komisi Yudisial ialah Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 00S/PUU-IV/2006. Putusan tersebut
merupakan proses hukum judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 10 Maret 2006. Judicial review digjukan oleh 31 Hakim Agung
yang dikuasakan kepada lima pengacara yaitu Prof. Dr. Indrianto Senoad)i.
S.H.. Wimboyono Senoadji. S.H.. M.H.. Denny Kailimang. S.H.. M.H.,
Dr. O.C. Kaligis. S.H.. M.H.. dan Juan Felix Tampubolon. S.11. NMUH.
Akibat dari putusan tersebut Pasal 34 avat (3) Undang-Undang Komisi
Yudisial terkait pengawasan hakim tidak memiliki kekuatan hukum yang

mengikat. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. seluruh

" Ibid.hlm.4-5
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clemien Komisi Yudisial berupaya memulihkan kewenangan melalui revisi
Lindang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, Sayvangnyva. hingga akhir periode
Anggota Komisi Yudisial tahun 2005-2010 usaha tersebut belum sesual
harapan vang diinginkan, hingga adanva estafet kepemimpinan Komisi
Yudisial berganti setelah periode pertama mienyclesaikan tugasnva vang
berakhir tanggal 20 Desember 2010. Usaha yang dirintis oleh periode
pertama untuk menyelesaikan revisi UL" Nomor 22 tahun 2004 baru
terlihat pada periode kedua, Di tahun 2011 Komisi Yudisial memiliki
energi baru dengan lahimya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Komisi
Yudisial. Perubahan yang telah dinanti selama lima tahun ini memberikan
berbagai tugas dan wewenang baru bagi Komisi Yudisial.”
Kewenangan Komisi Yudisial

Berdasarkan amanat UUD 1945 pasal 248 Ayat 1, Komisi Yudisial
memiliki beberapa wewenang, vaitu: (i) mengsulkan pengangkatan hakim
apung : dan (ii) menjaga dan menegakkin kehormatan. kelubhuran
martabat, serta prilaku hakim. Ketentuan dalami Konstitusi tersebut
menegaskan bahwa Komisi Yudisial dibentuk untuk melakukan dua
fungsi. yaitu pengusulan hakim agung dan pelaksanaan terhadap

pelaksanaan pedoman prilaku hakim.”

Ihid,hlm.5-7
? Rudi suswovo, keberadaan Komisi yudisial di dulam siwem hukum keratanegara.n
Lidoresia, tesis Universitas Riau, Riau, 2011 hiz 3



Peran yang terbatas tersebut juga tercantum dalam pasal 13 Undung-
Undang No 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menvebutkan bahwa
Komisi Yudisial mempunval wewenang:

a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di
Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan:

b. Menjaga dan menegakkan kehormatan. keluhuran martabat. serta

perilaku hakim:

Menetapkan Kode Ltk dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-

sama dengan Mahkamah Agung;

d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman
Perilaku Hakim.

(@)

Berdasarkan ketentuan lain Komisi Yudisial berwenang menganalisis
putusan vang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk
melakukan mutasi hakim (Pasal 42 UU No. 48 Tahun 2009 tentang

kekusaan kehakiman).

3. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Yudisial
a. Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung

Wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung adalah
wewenang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial untuk melakukan
seleksi terhadap calon hakim agung dan kemudian mengusulkannya
hepada  Dewan  Fawakilan  Rakyat  (DPR). Nomust Yudisial
mengajukan 3 (tiga) orang calon hakim agung ke DPR untuk seuap |
(satu) kebutuhan hakim agung. Proses pengusulan pengangkatan

hakim agung ini dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan. v

“Op.cithim.25
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v
1

Dalam melaksanakan wewenang ini Komisi Yudisial mempunyai
tgas:
1) Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung:
2) Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung:
3) Menetapkan calon Hakim Agung: dan
4) Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
Menjaga dan menegakkan kehormatan. keluhuran martabat serta
perilaku hakim

Kewenangan “Menjaga” yang termaktub dalam UUD 1945
bermakna Komisi Yudisial melakukan serangkaian Kegiatan yang
dapat menjaga hakim agar tidak melakukan tindakan yang melanggar
kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dalam hal ini Komisi Yudisial
melaksanakan tugas yang discbut preventif. Sementara kewenangan
“Menegakkan” bermakna Komisi Yudisial melakukan tindakan
represif terhadap hakim yang telah melanggar kode etik dan pedoman
perilaku hakim. Tindakan ini dapat berbentuk pemberian sanksi."’

Berdasarkan Pasal 20 avat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011, Komisi
Yudisial mempunyai tugas:
1) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim:
2) Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran

Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;

“bid,him.41
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3) Melakukan verifikasi. klarifikasi. dan investigasi terhadap laporan
dugaan pelanggaran Kode ik dan‘atau Pedoman Perilaku Hakim
secara tertutup:

4) Memutuskan benar tidaknva laporan dugaan pelanggaran Kode

Ftik dan’‘atau Pedoman Perilaku Hakim:

i
S

Mengambil langkah hukum danatau langkah lain terhadap orang
perscorangan. kelompok orang. atau badan hukum  vang
merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim
B. Gambaran Umum Pemantauan Komisi Yudisial
1. Terminologi Pemantauan
Terminologi pemantauan secara cksplisit tercantum dalam Pasal 20
ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi
Yudisial yang menyebutkan bahwa “Dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku  Hakim,
Komisi  Yudisial ~mempunyai tugus  melakukan  pemantauan dan
pengawasan terhadap perilakw Hakipr Pemantauan merupakan salah satu
bentuk sistem pengawasan eksternal vang dilakukan oleh Komisi Yudisial
dalam rangka pengawasan terhadap jalannya proses pr:rs:‘.idz-mg:ln,12
Dalam kegiatan pemantauan. maka aktivitas yang dilakukan tersebut
bukanlah merupakan pengawasan hakim dalam kerangka represif.
Terminologi pengawasan terdiri dari pengertian menghukum dan

wewenang untuk memberikan tindak lanjut atas suatu sengketa, bahkan

7 Op.cit. Sekretariat Jenderal KY . him. |
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hukuman terhadup suatu pelanggaran. Pengawasan biasania memiliki
status atau kedudukan yang lebih tinggi dari vang diawasi. Sementara it
didalam kegiatan pemantauan. seorang pemantau melakukan kegiatan
pengamatan secara seksama atas pelaksanaan proses persidangan.
Sebagaimana pemantau tidak memiliki kewenangan untuk menghukum.
dan kedudukan pemantau tidak lebih tinggi dar yang dipantau atau yang
diamati. Pengertian pemantauan secara umum sesuai dengan Kanus Besar
Bahasa Indonesia, adalah proses, cara, perbuatan memantau. pengamatan:
pencatatan; pemonitoran (mengawasi, mengamati, atau mengeccek dengan
cermat, terutama untuk tujuan khusus)."”’

Definisi mengenai pemantauan yang merupakan salah satu tugas dari
Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 1 angka 29 Peraturan Komisi Yudisial
Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat
yang menjelaskan bahwa “Pemantauan adalah serangkaian kegiatan
pengamatan dan/atau pengecekan secara langsung terhadap jalannya
proses  nersidangan  dan/atau pengaditan secara cermat dan
herkesinambungan.™

Pemantauan  persidangan  merupakan  suatu - proses kegiatan
pengumpulan data fakta-fakta informasi pada suatu peristiwa atau kejadian
dalam proses persidangan secara murni. faktual dan objektif. Kegiatan

y e oox T4
pemantauan sama halnya dengan melakukan suatu kegiatan penelitian,

 bid,hlm.1-2
Vs ymisi Yudisial - MaPPIL Masvarakat Mengawasi Hakim: Sebuuh
P grdrenn, Jakara 2009 hal. 29-30
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Ruang Linglkup Dan Objek Pemantauan Persidangan
a. Dasar Pemantauan
Untuk memperoleh data pemantauan yang komperhensif. maka
pemantauan hanva dilakukan pada pemantauan persidangan.
Berdasarkan pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Yudisial RI No 4
Tahun 2013 Tentang tata cara penanganan laporan masyarakat.
pelaksanaan Pemantauan Di Dasarkan Atas 13
[) Laporan Masyarakat yang berisi Permohonan Pemantauan.
Masyarakat dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan
pemantauan terhadap suatu perkara dalam laporannya. Pelapor
harus menguraikan secara jelas dasar permohonan untuk
dilakukan pemantuan persidangan. Dapat atau tidaknya
dilakukan pemantauvan setelah dilakukan analisa terhadap
permohonan tersebut.
2y Inisiatif Komisi Yudisial
Atas kevenanean vang secara yuridis tercantum dalam Pasal
20 avat (1) huruf a UU No. 18 Tahur 2011, Komisi Yudisial
melakukan  pemantauan. Penilaian ini  didasarkan pada

informasi media dan analisa terhadap suatu perkara.




B,

Kriteria Perkara Yang Dilakukan Pemantauan
Kriteria atas perkara vang dilakukan pemantauan disusun
berdasarkan atas  analisis  dapat  atau tidaknya dilakukan
permohonan pemantauan persidangan memenuhi Kategori sebagai
berikut: "
1) Berdasarkan data awal (laporan masyarakat dan informasi
usulan Komisi Yudisial).
2) Memperoleh perhatian publik, yang didasarkan pada:

» laporan dan/atau informasi perkara yang terkait dengan hak
warga negara atas kebebasan memperoleh informasi dan
keadilan. khususnya yang menyangkut diri para pencari
keadilan (pihak yang berperkara).

« menvangkut kepentingan banyak pihak atau bersentuhan
dengan  masyarakat yang menjadi korban atau yang
dirugikan dengan adanya perkara tersebut.

« memiliki nilai vang cukup besar dari segi ekonomis yang
memberi dampak pada kerugian negara.

« memvangkut  isu politis  vang berpotensi  akan

mengesampingkan nilai-nilai hukum dan keadilan.

3) Adanva dugaan bahwa hakim vang memeriksa dan mengadili

perkara dimaksud. mungkin pada waktu-waktu sebelumnya

hakim diduga sering melakukan praktik peradilan yang tidak




L.

bersih. sehinges dikhawatirkan kasus-kasus berikutnya yang
akan ditanganinya akan tercemar juga (sebagai early warning

svstem).

Objek Pemantauan

1) Proses Persidangun

Pemantauan vang disebut juga dengan on the spol
monitoring atau pemantuan tempat ruang sidang. didasarkan
atas dugaan awal bahwa hakim akan melanggar Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim dan/atau sebagai langkah pencegahan
pelanggaran perilaku hakim  yang tercela atas suatu proses
persidangan.  Proses  persidangan adalah  persidangan  yang
bersifat komperhensif yaitu dinyatakan terbuka sampai dengan
persidangan selesai. Pemantau harus mencatat seluruh proses
tersebut  dengan  berpedoman  kepada hukum acara  yang
berlaku. Dalam tahapan persidangan di Pengadilan tingkat
pertama. pemantavan tidak hanya terfokus pada penerapan
hukum acara. namun juga harus memperhatikan arah
persidangan akan dibawa oleh majelis hakim maupun oleh para
pihak. Olch karena itu. sebelum  dilakukan  pemantauan.
pemantau perlu mempelajari pokok pcrkarun_\u.”

Pada prinsipnya. seluruh perkara yang disidangkan dapat

dilakukan pemantauan karena persidangan dimaksud terbuka

2 Ibig,him.4
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untuk umum. Kecuali untuk perkara tertentu seperti perkara
kesusilaan. perceralan dan tindak pidana vang dilakukan oleh
anak vang proses persidangannya bersifat tertutup. maka
pemantau terlebih duhulu berupaya untuk memastikan agar
pemantauan dapat tetap dilakukan."
Hakim

Pemantauan persidangan dilakukan dengan titik berat pada
perilaku hakim dengan berpedoman pada Kode Etik dan
Pedoman Perilaku IHakim. Secara kontekstual perilaku
diwujudkan dalam sikap tindakan scorang hakim yang terpola

Q

dalam :'

Hubungan horizontal terhadap rekan sejawat:

+  Hubungan vertikal terhadap atasan/bawahan;

. Hubungan profesiona dengan pejabal instansi lain yang
sederajat dan publik (khusunya pencart keadilan) sebagai
pihak yang dilayani: dan

«  Hubungan personal dengan lingkungan di sekitarnya di luar
kedinasannya.

Situasi dan Kondisi Pengadilan
Perilaku hakim dalam proses persidangan. sesungguhnya

tidak terlepas dari lingkungan pengadilan scbagai tempat

menjalankan profesi kedinasannya. Olch karena itu. berawal

“® Ibid,hIm.5

19 g
Ibid,
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Jari kondisi pengadilai tersebut. perlu unwk melengkapi
pemantauan vang dilakukun dalam proses persidangan dengan
pemuntauan situasi dan kondisi pengadilan. baik vang terkait
langsung dengan suatu perkara maupun tdak. Adapaun
Llasifikasnya sebagai berikut.™
a) lerkait dengan perkara yang dipantau
+  Komunikasi hakim dengan para pthak scbelum dan/atau
setelah berlangsungnya sidang perkara yang dipantau.
«  Sikap dan perilaku pengunjung sidang atas perkara
yang sedang dipantau.
«  Peristiwa-peristiva vang mewarnai proses persidangan.
baik sebelum maupun sesudah persidangan.
b) Tidak terkait langsung dengan perkara vang dipantau
+  Administrasi sidang.
+ Agenda dan jadwal persidangan
«  Pola pembagian majelis hakim dalam pengadilan
tersebut.

+ Dukungan fasilitas.

Peristiwa-peristiwa yang mungkin muncul baik sebelum
maupun sesudah sidang berlangsung. dan kesiapan pengadilan
dalam penyelenggaraan persidangan selain pemantauan di

dalam ruang sidang, dapat dijadikan referensi berupa informasi

" hid,him.6
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untuk memantau perilaku majelis hakim yang mungkin saja

mempengaruhi proses persidangan.

Pengawasan Internal

L.

Mahkamah Agung
Kekuasaan hehakiman adalah  kekuasaan  yang  merdeka  untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang

dilakukan oleh scbuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan

Peradilan Agama. lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan

Tata Usaha Nepara. dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pasal 32 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua
atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. menguraikan
bentuk-bentuk pengawasan yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung
scbagai berikut:

a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan
peraditan pada semua badan peradilan yang berada dibawahnya dalam
menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.

b. Memintzk keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan tentany

teknis peradilan dari semua lingkngan peradilan.

(@]

Memberikan petunjuk, teguran, atau peringantan yang dipadang perlu

kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Pengawasan dan kewenangan sebagaimna dimaksud di atas tidak boleh

mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
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Dari ketentan di atas Jdapat terlihat bahwa vang harus di awasi oleh
n{ahkamah Agung adal:h jalannva peradilan (reciusgang) dengan tujuan
avar pengadilan-pengadilan menyelenggarakan proses peradilan dengan

11

seksama dan sewajarnya.”

Objek Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung
a. Pengawasan Internal Bidang Teknis Peradilan
Yang dimaksud dengan teknis peradilan atau Yudisial adalah
segala sesuatu vang menjadi tugas pokok hakim, yaitu menerima.
memeriksa, mengadili. dan menyelesaikan perkara yang diajukan
kepadanya. Dalam kaitan ini termasuk pula bagaimna pelaksanaan
putusan tersebut dilakukkan. Tujuan pengawasan dalam kontek ini
adalah meningkatkan putusan hakim. Pclaksanaan di bidang teknis
peradilan terhadap hakim dilakukan melalui pemeriksaan perkara.
antara lain melalui eksaminasi perkara untuk mengetahui seberapa jauh
hakim telah menerapkan hukum acara dengan seksama dan sewajarnya
dalam melakukan permeriksaan per v
bh. Pengawasan Internal Bidang Administrasi Peradilan
Administrasi perdilan adalah segala sesuatu yang menjad: tugas
pokok kepaniteraan kepada lembaga pengadilan (pengadilan pertama
dan banding dalam lingkungan peradilan Umum, peradilan Agama,

Peradilan Miiliter dan Peradilan Tata Usaha Negara). Administrasi

& Suyuhti, Wildan, “etika profesi, kode etik, dan perilaku hakim (kode of
condust). Kode etik hakim dan makalah berkaitan, Mahkamah Agung RI, akarta.
2006, him.80
“ Ibid,him.81
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peradilan perlu mendapat mengawasan dari Muhkamah Agung kerena
keterkaitannva vang amat erat terhadap teknis peradilan. Masalah
administrasi peradilan tidak boleh diabaikan untuk menghindari
ketidaksempurnaan suatu putusan. Dengan berlakunya Unduang-
Undang No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung maka
administrasi umum ( meliputi  administrast  Kepegawaian  dan
keuangan) yang selama ini menjadi kewenangan Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia berubah menjadi kewenangan Mahkamah
Agung.z"'
Pengawasaan Internal Bidang Perilaku Pejabat Peradilan

Bidang pengawasan ini menjadikan tingkah laku dan perbuatan
hakim atau pejabat peradilan sebagai  objek  pengawasanya.
Pelaksanaan pengawasan terhadap perilaku pejabat peradilan (hakim
dan pejabat kepaniteraan) dilakukan berdasarkan temuan-temuan atas
penvimpangan-penyimpngan yang dilakukan oleh hakim dan pejabat
kepaniteraan. baik  vang berdasarkan laporan hasil pengawasan
Internal maupun dari laporan masvarakat. madia massa dan

. 24
mengawasan cksternal lainnya.

yidhim.80-81
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FPengawasan Eksternal Oleh Komisi Yudisial

Pengawasan eksternal vang dilakukan oleh Komisi Yudisial tidak lebih
dari apa vang diatur oleh UUD 1945 dan Undang-Undang No 18 Tahun 2011
tentang Komisi Yudisial. Mengenai pengawasan perilaku hakim pasal 22
Undang-Undang tersebut menguraikan tugas Komisi  Yudisial dalam
melaksanakan tangjung jawab ini, yaitu dengan menerima laporan dari
masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku
hakim. dan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran hakim. serta
membuat laporan pemeriksaan dan rekomendasi yang di sampaikan kepada
Mahkamah Agung, dengan tembusan pada Presiden dan DPR.*

Melihat kembali apa vang tertulis dalam UUD 1945 kiranya dapai
mempermudah menjawab persoalan ini. Seperti telah dijelaskan scbelumnya.
batasan-batasan tugas serta kewenangan Komisi Yudisial. Jadi. Komisi
Yudisial mempunyai peranan yang penting dalam usaha mewujudkan
kekuasaan kehakiman vang merdeka melalui pengusulan pengangkatan Hakim
Agung dan berwenang lrin dalam  rangka menjaga dan mencgakkan
kehormatan. keluhuran mertabat. serta perilaku hakim demi tegaknya hukum
dan keadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1943,

* Loeeit, Eomisi Yudisial Republik Indonesia
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PEMBAHASAN

A. Tugas Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pemantauan Dan Pengawasan
Terhadap Perilaku Hakim Menurut UU No. 18 Tahun 2011
|. Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim
Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi
pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika. cakra,
candra. sari. dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus
senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam
sikap dan perilaku hakim vang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang
Maha Isa. adil. bijaksana dan berwibawa. berbudi luhur, dan jujur.
Ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. yang melandasi prinsip-prinsip
kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengamalan tingkah
laku sesuai agama dan  Kepercayaan masing-masing menurut dasar
kemunusiaan vang adil dan beradab.™
Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong

hakim untuk berperilaku baik dan penub tanggung jawab sesuai ajaran dan

tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Kewajiban hakim untuk
nemelihara kehormatan dan keluhuran martabat. serta perilaku hakim

sebagaimana ditentukan dalam  peraturan perundang-undangan harus

diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan

{ahbamah Aeung dan Komisi Yudisial. Keprrusan Bersama tentang Kode Fuik

i Podoman Perdate Hakon Jakana 2014 Em. |

P
~J



erat dengan upayva penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan hakim

terutama terlihat pada putusan vang dibuatnva. dan pertimbangan vang
melandasi. atau Keseluruhan proses pengambilan keputusan vang bukan
saja berlandaskan peraturan perundang-undangan. tetapi juga rasa keadilan
dan kearifan vang dimilii hakim tersebut.”

Rehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan etika
perilaku, Ftika adalah kumpulan azas atau nilai vang berkenaan dengan
akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau
masyarakat. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi
individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai
dengan apa vang dianggap pantas olch Kaidah-kaidah hukum  yang
berlaku.™

Pada dasarnya profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu
menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang
dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam
menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Namun demikian hakim
juga adalah seorang manusia vang sikap tindaknya terkadang salah dan
keliru. karena sejatinva manusia dibekali dengan hawa nafsu sehingga bisa
merusak harkat dan martabat manusia tersebut dan hilanglah integritas dan
moralitas vang dimilikinva ketika dia mengemban sebuah profesi. seperti
yang kita ketahui fakta dilapangan banvak hakim yang nakal dan terjerat

kasus suap hakim. Mereka vang tertangkap tangan adalah para hakim

" Ibid,him 4
“ Ibid.hlm. 2



senior vuny gajl dan tunjangannya sudah cukup besar. Gaji mereka
mencapat Rp 30 juta per bulan. bahkan untuk level Ketua pengadilan.
penghasilan per bulan bisa mengantongi sekitar Rp 40 juta.”” Penghasilan
besar vang mereka terima rupanya tidak mampu menjadi benteng dari
godaan suap pihak yang berperkara. Dengan kasus ini. tampak besarnya
gaji tidak menjadikan sikap hakim dapat berubah untuk tidak menerima
suap. Maka perlunya penguatan tatanan hukum di Indonesia dengan
melihat berbagai apsek seperti bagaimana rekrutimen para hakim baik
tingkat pertama yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sampai tingkat
Hakim Agung yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bersama Komisi
Yudisial.

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial perlu terus mengupayakan
secara maksimal tugas pemantauan dan pengawasan secara internal dan
eksternal terhadap perilaku hakim untuk memastikan bahwa semua hakim
sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi.
jujur, dan professional. sehinggs  memperoleh  kepercayvaan dari
masyarakat dan pencari keadilan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan. keluhuran martabat serta perilaku hakim adalah
dengan membuat keputusan bersama No.047/KMA/SKB/AV/2009.
No.02/SKB/P.KY/IV/2009 tantang Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Hakim. Keputusan bersama ini merupakan panduan keutamaan moral bagi

 http://news.okezone.com/read 2012 04 10 339 608994 inileh-daftar-zaji-hakim-di-
indonesia
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hakim. baik di:lam menjalankan tugas profesinva maupun dalam hubungan
kemasvarakatan di luar Kedinasan. Hakim sebagal insan vang memiliki
kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya. juga
terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan vang berlaku
dalam tata pereaulan masyvarakat.

Sebelum  disusun Kode Euk dan Pedoman Perilaku Hakim i,
Mahkamah Agung telah mengadakan kajian dengan memperhatikan
masukan dari Hakim di berbagai tingkatan dan lingkungan peradilan.
kalangan praktisi hukum, akademisi hukum. serta pihak-pihak lain dalam
masyarakat. Sclain itu memperhatikan hasil perenungan ulang  atas
pedoman yang pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV 5 Luar Biasa
IKAHI Tahun 1966 di Semarang. dalam bentuk Kode Etik Hakim
Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI Tahun
2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja
Mahkamah Agung RI Tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10
(sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim yang didahului pula dengan
kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-
prinsip internasional, maupun peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan
di berbagai Negara, antara lain The Bangalore Principles of Yudicial
Conduct.

Demikian pula Komisi Yudisial RI telah melakukan pengkajian yang
mendalam dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak melalui
kegiatan Konsultasi Publik yang diselenggarakan di 8 (delapan) kota yang
pesertanya terdiri dari unsur hakim, praktisi hukum. akademisi hukum,
serta unsur - unsur masyarakat termasuk lembaga swadaya masvarakat.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terscbut diatas dan memenuhi
pasal 32A juncto pasal 81B Undang-Undang Nomor © 5 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para Hakim seluruh
Indoncsia scita Pedoman bagi Malikamah Agung Rl dun Koniisi Yud:sial
Rl dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal,
Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut :
(1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur. (3) Berperilaku Arif dan
Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi. (6) Bertanggung
Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri. (8) Berdlsplm Tinggi. (9)
Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional,”

¥ Op.cit,him.8 dan 9



Dikaitkan dengan fungsi pemantavan dan pengawasan terhadap
perilaku hakim. Lehadiran Komisi Yudisial vang merupakan lembaga
independen dan terpiseh dari Mahkamah Agung dapat memperjelas
adanya institusi yang menjalankan fungsi pengawasan eksternal. Sehingga.
dalam melaksanckan fungsi pemantavan dan  pengawasan  hakim.
Mahkamah Agung scbagai pengawas internal dapat bekerja secara sinergis
bersama Komisi Yudisial. artinva Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
sama-samd mempunyal langgung jawab dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, hanya
saja tupoksinya yang berbeda, Mahkamah Agung sebagai pengawas
internal dan Komisi Yudisal sebagai pengawas eksternal.

Pelaksanaan Pemantauan Dan Pengawasan Oleh Komisi Yudisial
Terhadap Perilaku Hakim
a. Rekrutmen Calon Hakim Agung

Berdasarkan ULl Nomor 18 Tahun 2011. serta Peraturan Komisi

Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Seleks:

Calon Hakim: Agung disebutkan bahwa:

Proses seleksi terdiri dari:"'

a. Seleksi persyaratan administrasi
b. Seleksi uji kelayakan meliputi
1. seleksi kualitas

2. tes kepribadian, pemeriksaan Kesehatan, dan wawancara.

* Op.cit, Komisi Yudisial Republik Indonesia.him.32
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1) Seleksi Administrasi

Komisi Yudisial memeriksa berkas pendaftaran disesuaikan
dengan persvaratan vang ditentukan. Proses ini dilakukan dalam
jangka wakiu paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya
pendaftaran Calon Hakim Agung. Calon Hakim Agung vane lulus
seleksi administrasi akan diumumkan pada media cetak yang
berskala nasional. Tujuan pengumuman ini selain untuk diketahui
yang bersangkutan juga diharaphan muncul partisipasi dari
masyarakat.
Bagi yang lulus seleksi administrasi maka diwajib menyerahkan:
a) Dua karva profesi.
b) Rekomendasi/referensi dari  tiga (3) orang/tokoh  yang

mengetahui dan memahami aspek

- Integritas

- Intelektualitas

- Pengalaman/kegiatan’kena

¢) Tulisan penilzian diri sendiri/self assesment

Komisi Yudizial iuga melibetkan partisipasi Masyvarakat dalem
seleksi calon Hakim Agung. dengan cara masyarakat memberikan
informasi melalui surat. e-mail, faksimili atau bentuk lainnya
tentang calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial selama 30
(tiga puluh) hari berturut-turut sejak pengumuman hasil seleksi

administrasi dengan svarat informasi yang diberikan harus lengkap



s}
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dan dapat dipercaya. Partisipast i setelzh adanya pengumuiman
kelulusan scleksi administrasi. Masyvarakat dapat memberikan
informasi tentang CHA vang dikirim ke alamat berikut:

Komisi Yudisial Republik Indonesia
JI. Kramat Rava No. 37. Jakarta Pusat
Telp: (021) 31903661:

Fax : (021) 31905661: PO BOX 2685:
Email : Kyt g kootisi udisial.goad

Komisi Yudisial melakukan penclitian atas informasi atau
pendapat masyarakat dalam jangks waktu 30 hari terhitung sejak
pemberian infomasi atau pendapat terakhir. Hasil penelitian akan
menjadi  pertimbangan Komisi Yudisial dalam menentukan

- 32
kelulusan calon hakim agug.”

Seleksi Uji Kelayakan
Bagi mereka yang lulus tahap I dapat mengikuti seleksi tahap [1
vaitu seleksi kualitas dan kepribadian. Adapun dalam seleksi
kualitas dilakukan dengan carar
a) Menilai kuvalitas putusan pengadilan. tuntutan jaksa, pembelaan
advokat. Hasil karya dan publikasi ilmiah akademisi dari calon
Hakim Agung
b) Menilai kualitas karya tulis yang dikerjakan ditempat yang

ditentukan

“lbid.him.34
¥ |bid,him.35
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L

¢) Menilai kualitas pendapat hukum terhadap suatu kasus hukum
vang ditentukan oleh Komisi Yudisial. Penilaian int disebut
Legal Case.
[es Kesehatan, Klarifikasi dan Wawancara
Dalam menjalankan test kesehatan ini. Komisi Yudisial bekerja
sama dengan rumah sakit pemerintah. Test ini dilakukan untuk
mengetahui keschatan pada calon agar dapat menjalankan tugas
dengan optimal kelak. Sementara, Klarifikasi dilakukan apabilua
calon Hakim Agung yang dinyatakan lulus seleksi kualitas dan
kepribadian. Klarifikasi oleh Anggota Komisi Yudisial dilakukan
dengan cara: mengunjungi tempat tinggal, tempat Rerja. dan tempat
lain yang dianggap perlu, serta bertatap muka sccara langsung
dengan calon Hakim Agung, keluarga. kerabat, teman
kerjadetangga, dan lain-lain. Klarifikasi ini dilakukan untuk
:nun-:'cm]wi:'M
41 DPorilaku di lingkungan keluarga. tempat tinggal, dan tempat
kerja
b) Keadaan keluarga, rumah tangga, hobi dan kebiasaan
¢ Asal usul harta kekavaan beserta keluarga inti
d) Rekam jejak

¢) Kepatuhan membayar pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir.

i him 38



Sctelah proses investigasi selesai selanjutitva setiap bakal calon
ilakim Agung mengikuti wawancara atau diglog secara terbuka
dengan Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial. Wawancara
dimaksudkan untuk menilai:

1) Pemahaman kode etik. hukum acara. dan teori hukum:

b) Kemampuan dalam mengkaji masalah hukum secara sistematis
dan metodologis:

¢) Wawasan tentang pengetahuan peradilan dan perkembangan
hukum;

d) Komitmen dan Visi:

¢y Klarifikasi lanjutan laporan masyarakat.

Penetapan calon Hakim Agung dilakukan dengan pengambilan
keputusan oleh Komisi Yudisial secara musyawarah untuk mencapai
mufakat dengan dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial dalam
rapat pleno. Apabila pengambilan keputusan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai. maka pengambilan Keputusan dilakukan
dengan suara terbanyak.”

\Musrawarah untuk  pengambilan  keputusan dengan  suara
terbanvak harus dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial.
Apabila rapat pleno belum dihadiri seluruh Anggota Komisi Yudisial,

maka rapat dapat di tunda 1 (satu) kali atau paling lama 7 (tujuh) hari
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kerja dan scielah itu pengambilan keputusan dapatdilzkukan oleh 3
(lima) orang Anggota Komisi Yudisial. Calon Hakim Agung yang
dinvatakan !lulus akan digjukan Komisi Yudisial ke DPR. Komisi
Yudisial mengajukan 3 (tiga) orang nama calon Hakim Agung Kepada
DPR uptuk setiap | (satu) lowongan Hakim Agung. dengan tembusan
disampaikan  kepada  Presiden.  Selanjutnya, DPR  akan
menyelengearakan proses fir and propert test untuk memilih dan
menetapkan Hakim Agung yang terpilih. Proses ini paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak nama terscbut diserahkan oleh Komisi Yudisial.
Bagi mereka vang terpilih, Presiden akan mengangkat Hakim Agung
paling lama 14 (cmpat belas) hari s¢jak nama-nama calon diajukan ke
DPR.™
Pelaksanaan Pemantauan Hakim Dalam Mengadili Perkara Di
Persidangan

Pelaksanaan  pemanataun  hakim  dalam  mengadilli  perkara
dipersidangan vang dilakukan aleh Komisi Yudisial telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial
khususnva dalam Pasal 20 avat (1) huruf a menyebutkan bahwa

“Dalam rancka menjaga dan nenegakkan kehormatan, keluhuran

martabat. serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas

melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap periluku f fakim "

Iblg. fim <
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Panduan pelaksaan dan panduan teknis pemantaun hakim pasal 20
avat (1) hurut @ tersebut mengacu pada peraturan Komisi Yudisal No.
4 Tahun 2013 tentang tata cara penanganan laporan masvarakat vang
kemudian diturunkan kedalam modul pemantauan vang dibuat oleh
Sekretaris Jendral Komisi Yudisial.

Pemantauan  yang dilakukan olch Komisi Yudisial memang
Hanva dilakukan pada pemantavan persidangan. akan tetapt Komisi
Yudisial bertanggang jawab melakukun pemantaun hakim  disetiap
lingkungan peradilan seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama,
Peradilan Militer dan Peradilan Tata usaha Negara baik ditingkat
pertama (Pengadilan Negeri ). tinghat banding ( Pengadilan Tinggi)
dan tingkat kasasi/peninjauan kembali (- Pengadilan  Mahkamah
Agung)

Berdasarkan pasal 36 ayat (1) peraturan Komisi Yudisial RI No 4
Tahun 2013 Tentang tata cara penanganan laporan masyarakat,
pelaksanaan pemantauan vang telah dibihas sebelumnya didasarkan
Atas laporan masyarakat yang berisi permohonan pemantauan dan
inisiatif Komisi Yudisial itu sendiri. Artinya masyarakat dapat
mengajukan permohonan untuk dilakukan  pemantauan terhadap suatu
perkara dalam laporannya. Pelapor harus menguraikan secara jelas
dasar permohonan untuk dilakukan pemantuan persidangan. Dapat
atau tidaknya dilakukan pemantauan setelah dilakukan analisa

terhadap permohonan tersebut. Dari dasar vang kedua bahwa Komisi



Yudisial tidak bolch bersifat pasif atau diam melainkan aktuf’bergerak
mencari informasi tentang pelanggaran hakim tidak hanya menungeu
laporan langsung
dari masyvarakat. kemudian informasi vang didapatkan dari media
massa tersebut harus di tindaklanjuti seperti halnyva ketika Komisi
Yudisial mendapat laporan dari masyarakat
Kemudian berdasarkan pasal 22A ayat (1) Undang-undang Nomor
18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial dalam  melakukan
pemantauan dan pengawasan perilaku hakim Komisi Yudisial dapat:
1) Melakukan verifikasi terhadap laporan.
2) Melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran
3) Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim
yang di duga melanggar pedoman kchormatan. keluhuran
martabat, serta perilaku hakim untuk kepentingan pemeriksaan
4) Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi

5)  Menyimpulkan hasil pemeriksaan

Dari ketentuan tersebut diatas jelas bahwa ruang lingkup
pemeriksaan Komisi Yudisial dalam meiakukan pengawasan Jdan
pemantauan adalah pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode
Etik dan pedoman perilaku hakim

Pasal 22A tersebut bertujuan dapat ditemukan fakta yang dilakukan
oleh hakim sehingga dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim

tersebut dapat diketahui dan vang terpenting  jangan sampai



pelaanggaran yang telah dilakukan oleh hakim terulang kembali demi
terjaganya integritas hakim di Indonesia.
Perhatian Komisi Yudisial Terhadap Putuszn Hakim Yang Inkrah
Mengandung Kontroversial

Dalam UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 42  tentang kekusaan
kehakiman, bahwah  “Dalam  rangka memjaga dan  menegaxkuan
Lehormatan,  keluhuran martabat.  serta perilake  hakim,  Konisi
Vudisial  dapat - menganalisis - putusan pengadilan yang - ielah
memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dusar rekomendasi untik
melakukan mutasi hakim”. Artinya, Komisi Yudisial Juga diberi
wewenang untuk menindak lanjuti atas laporan Masyarakatl yang
putusannya sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) dengan dugaan
pada saat proses persidangan ada pelanggaran kode etik perilaku
hakim atau putusan itu mengandung kontroversial dan menjadi
perhatian publik, seperti contoh dalam kasus kontroversi hakim
timueal vang menvidangkan sidang praperadilan Komisaris Jendural
Polisi Budi Gunawan. hakim Sarpin Rizaldi. Putusan Sarpin yang
menvatakan penetapan tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) terhadap Budi Gunawan memunculkan kontroversi lantaran
berdasarkan KUHAP. penetapan tersangka tidak masuk ranah
praperadilan. Vonis Sarpin mengakibatkan gelombang praperadilan
terkait penetapan tersangka lembaga penegak hukum kepada terduga

pelaku tindak pidana. Dalam kasus ini telah menjadi perhatian Komisi



49

Yudisial dengan memberikansanhsi rekomendasi e pada Mahkamah

Agunguntuk Sarpin berupa nonpalu selama 6 bulan.™

B. Kendals Yang Dihadapi Komisi Yudisial Dalam Melikukan Pemantauzn
Dan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim
1. Kendala Dalam Rekrutmen Calon Hakim Agung

KomisiYudisial  dalam  rmgka  melaksanakan  fungst  dan
kewenangannya menegakkan hehormataan dan keluhuran martabat serta
perilaku hakim, Komisi Yudisial diberikan tugas oleh konstitusi untuk
melakukan pengawasan lerhadap perilaku  hakim  diselurub wilayah
Indonesia.

Dalam rekrutmen calon Hakim Agung adalah salah satu implemntasi
dari tugas Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan keluhuran
martabat serta perilaku hakim. sebab corong utama profesionalime seorang
hakim diawali dalam proses sceleksi calon hakim itu sendiri, seperti yang
sudah dijeluskan sebelumnya bahwa dalam peraturan Komisi Yudisial No.
i Tahun 2014 tentang Scleksi Calon Hakim Agung sedikitpun tidak
ditemukan kendala dalam peraturan itu karena semua proscs selekst calon
IHakim Agung tersebut dilakukan secara transparan sehingga tidak ada cela
bagi calon Hakim Agung untuk melakukan kecurangan dalam proses
seleksi. Akan tetapi yang menjadi kendala bagi Komisi Yudisial adalah

sulitnva mencari hakim yang memiliki standar tinggi untuk duduk sebagal

Phitp: 'www.rappler.com world/regions/asia-
pacific indonesia/bahasa’berita 97991 -sarpin-rizaldi-hakim-praperadilan-komisi-

vudisial
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Hakim Agung. seperti yang penulis kutip dalam wawancara khusus
VIVAnews. Netua Komisi Yudisial Suparman Marzuki mengungkap

betapa sulitnya mencari hakim vang memiliki standar tinggi untuk
duduk scbagai Hakim Agung. Dari 8.400 hakim vang ada. Suparman
mencari sosok manusia setengah dewa. Maklum saja. MA adalah
pengadilan tertinggi vang bertugas menjaga agar semua hukum dan
undang-undang di Tanah Air diterapkan secara adil. tepat. dan benar.
"Dibutubkan manusia paripurna.” kata Suparman. Mereka vang terpilih
harus memiliki integritas tinggl. syarat inilah, menurut Suparman, yang
sulit ditemukan di tengah-tengah banyaknya hakim yang terjerat kasus dari
suap hingga perselingkuhan. Dajam wawancara ini. Suparman juga
menyinggung soal bagaimana moral hakim vang kini mulai terkikis karena
atmosfer birokrasi yang terlalu hiruk-pikuk di pengadilan. Padahal, dunia
hakim harus imun dan sakral.

Sepanjang 2009 hingga 2013 saja. KY telah memecat 25 hakim yang
dianggap melakukan pelanggaran berat. Inilah yang menjadi tugas berat
KY untuk melahirkan peradilan vang adil. tepat. dan benar, dia harus
memasang mata dan telinga untuk membidik hakim nakal dan merekrut
manusia paripurna untuk ditempatkan di pengadilan tertinggi. Mahkamah
Agung.‘m

Menurut Zaimah Husin, sclaku koordinator Penghubung Komisi
Yudisial Republik Indonesia Sumatera Selatan (PKYRI Sumsel)

Komist Yudisial seharusnya tidak hanya melakukan rekrutmen calon
hakim Agung saja, tetapi juga perlu dilibatkan dalam rekrutmen calon
hakim tingkat pertama. schingga Tak jarang, muncul putusan-putusan
pengadilan vang kontroversial dan itu banvak dilakukan oleh hakim
tingkat pertama. Iml yang menjadi kendala besar bagi KomisiYudisial tidak
bisa masuk ke dalam rana itu. Sedangkan hampir seluruh kasus yang
terjadi laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pclanggarangerilaku
hakim Dalam Mengadili Perkara Di Persidangan tingkat pertama.”

[a mengakui bukan tanpa dasar Komisi Yudisial tkut merekrut hakim
tingkat pertama. Tiga UU, yaitu UU No 49/2009 tentang Peradilan Umum,

UU No 50/2009 tentang Peradilan Agama. dan UU No 51/2009 tentang

= http://wawancara.news.viva.co.id/news/read/537855--hakim-agung-itu-harus-
manusia-paripurna. 2 April 2016

* Wawancara langsung dengan [bu Zaimah Husin,SH.MH, pada senin 28 Maret
2016 10 :00



Peradilan Taia Usaha Negara. memerintahkan Mahkamal Agung dan
Komisi Yudisial secara bersama-sama menyeleksi penganghatan hakim
tingkat pertama. Tapi mala kewengan itu dihapuskan oleh Mahkamah
Konstitusi pada sidang putusan gugatan yang diajukan [katan Hakim
Indonesia (Ikahi) Rabu (7/10/2013) pada pukul 14.00 Wi

Kendala Pelaksanaan Pemantauan Hakim Dalam Mengadili Perkara
Di Persidangan

Dalam melaksanakan pemantauan terhadap perilaku hukin maka
Komisi Yudisial membangun jejaring yang disebut dengan penghubung
disejumlah daerah untuk membantu kinerja Komisi Yudisial dalam
melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap hakim.

Dalam Ul No. 18 Tahun 2011 Pasal 3 Ayat 2 tentang Komisi
Yudisial bahwa * Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di
daerah sesuai dengan kebutuhan ™

Dalam Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No 01 Tahun
2017 Tentang Pembentukan, Susunan. dan Tata Kerja Penghubung
Komisi Yudisial di Daerah. Bahwa penghubung Komisi Yudisial (PKY)
selanjutnya disebur Penghubung adalah unit pembantu pelaksana rugas di
dacrah vane di bentuk oleh Komisi Yudisial, yang hertujuan untuk
memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan,

meningkatkan  ¢fektifitas  pemantauan persidangan, dan  sosialisasi

~ibid



clembagaan  dalam  rangka menjaga dan i negukkan  kehornaica
e lulneran martabar sevia perilaku hakim.”

Komisi Yudisial dalam melakukan Pengawasan dan pemantaudn
hakim tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan. sebab terdapat
kendala-kendala atau hal-hal vang membuat pemantauan atau penganasan
terhadap hakim tersebut di persidangan terbengkalai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Koordinator PRYRI

. . . 13

Sumsel Erlandsah. ia menyatakan:

~Berkaitan dengan kegiatan pemantauan persidangan secara terbuka di
pengadilan masih dianggap bukanlah merupakan pelaksanaan pengawasan
hakim vang mentradisi dikalangan penegak hukum kita di Indonesia. Para
pencgak hukum yvang dipantau atau diawasi masih belum mentradis
pemantauan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagal wujud nvata
fungsi kontrol atau fungsi pengawasan perilaku hakim, itu vang
menyebabkan pengawasan vang dilakukan oleh Komisi Yudisial tidak bisa
maksimal, kemudian masvarakat juga tidak terlalu respond dengan adanya
Komisi Yudisial schingga masih butuh banyak sosialisasi terkait
Lkeberadaan Komisi Yudisial sebagai pengawas Ekstrernal terhadap
perilaku hakim™.

[ .ebih lanjut lagi menurut bapak Erlandsah. faktor utama yang menjadi
keadela Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan dan pemasit.uan
yang paling mendasar adalah karena Belum adanya peraturan secard
Nhasus meagatur erkait dengan pemantauar. Kekurangan Sumber Dava
\fanusia atau personalia yang juga menjadi salah satu kendala vang scring
dihadapi oleh tim pemantau dalam melakukan pemantauan hakim tidak

maksimal karena Dengan luasnya sebaran pengadilan di luar ibu kota

provinsi memerlukan penambahan tim pemantauan yang saat ini masih

")

W oaneancara lanesune derar Hapak Erlanidsah . SH. pada rabu 11 Februari 2016 1322
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minim hanva berjumlah 4 orang vang mana harus berbagi lagi dengai
upeksi vang laindan sinergi dengan pihak-pihak vang Konsen dengan isu-
isu peradilan vang belum signifikan. H

Ientunva dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh tim pemantau
Komisi Yudisial dapat kita kaji bahwa kinerja mereka tidak bisa
dilaksanakan secara maksimal bahkan dilihat dari kewenangannya
schalipun dalam meberikan sanksi kepada para hakim hanya bersifat
rehomendasi ke Mahkamah Agung sehingga keputusan itu tidak bisa
dijalankan kalau tidak ada keputusan dari Mahkamah Agung, walau pun
timbul perbedaan pendapat antara Mahkamah Agung dengan Komisi
Yudisial keputusan itu akan berlaku tetapi tidak mengikat. Terkait dengan
hal tersebut disini perlu pemerintah menanggulangi segala kendala-
kendala vang dihadapi Komisi Yudisial supaya tercipta pengawasan dan
pemantauan hakim secara efektip demi terciptanya penegakan hukum yang

berkeadilan dan transparan atau terbuka.



BABIV

PEXUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan

sebagal beriku.

1.

Tugas Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pemantauan Dan Pengawasan
Terhadap Perilaku Hakim Menurut U1 No. 18 Tahun 2011 adalah Komisi
Yudisial berpegang kepada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
sebagai standar penilaian dalam  melakukan tugas pemantauan  dan
pengawasan terhadap periluhu hakim vang difokuskan pada proses
rekrutmen Hakim Agung. proses perkara yang ditangani olch hakim di
persidangan dan penilaian putusan hakim  inkrah  vang mengandung
kontroversial.

Kendala Yang Dihadapi Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pemantauan
Dan Pengawasan Terhadap Perilahu Hakim adalah rekrutmen hakim tidak
secara paripurna dapat dilaksanahan. karena keterlibatan rekrutmen hakim
oleh Komisi Yudisial hanya kepada Hakim Agung saja. seyogyanya juga
ikut terlibat dalam rekrutmen terhadap para hakim di semua lingkungan
peradilan vang dibawah Mahkamah Agung. Pelaksanaan pemantauan
hakim dalam mengadili perkara di persidangan belum dapat dilaksankan
secara optimal kerena penanganan perkara yang sedemikian banyaknya
pada pengadilan tingkat pertama. tingkat banding. maupun tingkat kasasi.

Penilaian  terhadap  keputusan  hakim inkrah rong mengandung
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kontroversial hanva bersifat rekomendasi kepada Muahkamah Agung,
namum kewenangan memutuskan oknum hakim itu bersaleh atau tidak
ada ditangan Mahkamah Agung.

B. Saran-Saran
Berdasarkan uraian dan kesimpulan ang telah dikemukakan sebelumnya

dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sosialisasi dari Komisi Yudisial harus lebih diefektipkan lagi supaya
semua masyarakat mengetahui keberadaan Komisi Yudisial serta untuk
membangun kesadaran masyarakat bahwa pengawasan hakim punya peran
yang sangal fundamental untuk menciptakan penegakan hukum yang
berkeadilan

2. Kewenangan Komisi Yudisial perlu diperkuat lagi. agar Para penegak
hukum yang dipantau atau diawasi masih bisa mentradisi pemantauan
yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagai wujud nyata fungsi kontrol

atau fungsi pengawasan perilaku hakim
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Undang- Undang 5o, 48 Tahun 2009 Pusal 42 temtang Kelusaan
kehakiman

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Penanganan l.aporan Masyarakat

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, 2015, Modul Pemantauan, Jakarta

Peraturan Komisi Yudisial Nomor | Tahun 2014 tentang Seleksi
Calon Hakim Agung

Peraturan Xomisi Yudisial No 01 Tahun 2012 Tentang Pembentukan.
Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Dacrah

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. 2014, Keputusan Bersama
tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta

C. Internet
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97991 -sarpi11-ri/uldi-hakim-pmpcrudiian-kmnisi—yudisiul
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harus-manusia-paripurna.

http://news.okezone.com/read/2012/04/1 0/339/608994/inilah-dafiar-gaji-
hakim-di-indonesia
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